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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan
hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 dan melihat perkembangan situasi terkini di Provinsi Maluku.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap
kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas
terjadinya bencana guna mewujudkan kesejahteraan umum. BPBD Provinsi
Maluku telah merespon Undang-undang tersebut dengan menyusun Rencana
Strategis dan menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Dengan memperhatikan Misi ke-tiga Pembangunan Daerah Tahun 2019-
2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Rencana
Strategis BPBD Provinsi Maluku disusun untuk mempertajam strategi dan arah
kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hal ini juga memuat
indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan
pelaksanaan program pembangunan daerah yakni : “Pengurangan Risiko
Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim”, sekaligus menjadi acuan dalam
menyusun Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan BPBD Provinsi Maluku.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah mengerahkan
seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya dokumen Renstra ini. Semoga
sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan guna mewujudkan

ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Ambon, Februari 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Maluku,

HENRI M. FAR FAR, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199211 1 001
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa setiap Daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, maupun perencanaan tahunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya
disingkat BPBD Provinsi Maluku merupakan salah satu unsur perangkat Daerah
yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yakni urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. BPBD Provinsi Maluku memiliki
tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam bidang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsi tersebut diperlukan dokumen perencanaan antara lain Rencana Strategi
(Renstra) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

dan pelayanan publik.
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Renstra BPBD Provinsi Maluku merupakan dokumen resmi yang
dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dokumen ini juga berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam
pentahapan capaian pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik,
dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Renstra BPBD Provinsi Maluku merupakan bentuk komitmen seluruh
komponen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi
Maluku sekaligus wujud dan peran serta BPBD Provinsi Maluku dalam
pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Provinsi Maluku 2019-2024. Dokumen Renstra BPBD Provinsi Maluku
menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan,
penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2019-2024. Renstra periode
2019 - 2024 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Provinsi Maluku yakni
pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas ketangguhan daerah
baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, menjamin
kontinuitas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus
sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa
tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah,
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat
Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada
gambar 1.1 berikut ini :
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Gambar 1.1. Bagan alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Keterkaitan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra Kementerian/Lembaga Negara dan Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota dan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
terlihat pada gambar 1.2 dibawabh ini :
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Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.2. Landasan Hukum

Landasan-Landasan Hukum terkait Fungsi dan Peranan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku yang dijadikan acuan dan
pedoman dalam penyusunan dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

8. Undang — Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

9. Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau — Pulau Kecil;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana,

Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam
Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanganan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-
2025;
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29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah
Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2014-2019;

Peraturan Gubernur Nomor 289 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BPBD Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024

adalah memberi arah dan pedoman bagi BPBD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Maluku tahun
2014- 2019 adalah :

1.

Memberi gambaran posisi strategi kelembagaan BPBD Provinsi Maluku
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan
bencana sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD 2019 — 2024,
Mengidentifikasi isu-isu strategi yang menjadi dasar perumusan tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan bidang
penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2019-2024;

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja BPBD Provinsi Maluku
dalam kurun waktu 2019 -2024;

Sebagai tolak ukur penilaian dan pencapaian kinerja BPBD Provinsi
Maluku Tahun 2019-2024.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistematika pembahasan Penyusunan Renstra BPBD Provinsi Maluku Tahun
2014-2019 adalah sebagai berikut :

Bab I.

Pendahuluan, bagian ini mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan.
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Bab II.

Bab Ill.

Bab IV.

Bab V.

Bab VI.

Bab VII.

Bab VIII.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, bab ini meliputi Tugas,
Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya
Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, bab ini mencakup

Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
Negara dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Telaahan
Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran, bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Perangkat Daerabh.

Strategi dan Arah Kebijakan, bab ini memuat Strategi dan Arah

Kebijakan Perangkat Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, bab ini memuat
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, bab ini memuat kinerja
penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat
Daerah.

Penutup.
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BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan BPBD Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 13 Tahun 2009 kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Maluku
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Maluku. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi serta
Struktur Organisasi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 289 Tahun 2013
tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku.

Sejak Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Maluku melalui BPBD Provinsi
Maluku telah berkomitmen untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam
menghadapi bencana. Intensitas bencana yang semakin tinggi dikarenakan
semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup ditambah lagi dengan perubahan
iklim sehingga Provinsi Maluku memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana.

Melihat semakin berat tantangan yang dihadapi dan berdasarkan
pengalaman yang sudah dijalani, perlu mempertimbangkannya dalam
penyusunan Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019 — 2024 agar bisa lebih peka
terhadap situasi yang sedang terjadi dan pengurangan resiko bencana yang
menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana bisa dipersiapkan lebih

komprehensif, efektif dan tepat sasaran.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap
darurat dan pascabencana. Kedudukan BPBD Provinsi Maluku sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 289 Tahun 2013 tentang Uraian
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku, merupakan
unsur perangkat daerah dengan menyelenggarakan tugas bidang
penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah selaku ex officio (Kepala BPBD).
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2.1.2. Fungs
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah

mempunyai fungsi Komando, Koordinasi, dan Pelaksana dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada wilayahnya. Fungsi-Fungsi tersebut dijabarkan
sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat kerja Daerah lainnya di
daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-
undangan;

2. Pengkomandoan, melalui pengerahan SDM, peralatan dan logistik instansi
terkait, instansi vertikal yang ada di daerah dalam rangka penanganan darurat
bencana;

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai rencana
pembangunan jangka menengah daerabh;

5. Penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta
rekonstruksi secara adil dan merata;

6. Perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;

Penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;
Penyiapan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana;

Penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam
kondisi normal maupun dalam bentuk kondisi darurat bencana,;

10. Penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana

11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.
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2.1.3. Struktur Organisasi.

Struktur BPBD Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Kepala Pelaksana

Tugas :

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah mempunyai tugas :

1) Merumuskan Program di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku.

2) Menyiapkan penyusunan kebijakan umum pedoman Penanggulangan
Bencana meliputi Kesiapsiagaan, Penanganan, Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Menyelenggarakan Pembinaan Teknis di Bidang Penanggulangan
Bencana.

4) Membina kerjasama dan mengendalikan semua kegiatan Penanggulangan
Bencana maupun antara satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi terkait lainnya.

5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja dilingkungan
Badan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan kebijakan teknis
Badan Penanggulangan Bencana.

6) Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran /
rekomendasi  penyelesaian dan fasilitasi masalah Penanggulangan
Bencana.

7) Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan
kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya
serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan
pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8) Menyiapkan prosedur tetap Penanggulangan Bencana.
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9) Menyelenggarakan ketatausahaan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

10) Mengevaluasi Pelaksanaan semua Kebijakan teknis yang telah ditetapkan
secara periodik dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Maluku

11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

12) Melaksanakan tugas lain di bidang Penanggulangan Bencana sesuai

ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur.

Sekretaris
Tugas :
Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah menyusun dan melaksanakan Rencana
Perumusan Program dan Penjabaran Kebijakan Teknis Sekretariat.
Fungsi :
1) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan
Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana.
2) Menyusun Rencana Operasional Program Pembinaan kepegawaian dan
Umum Perencanaan dan Keuangan.
3) Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja
satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana.
4) Menyelenggarakan Administrasi urusan kepegawaian dan umum,
Perencanaan dan keuangan.
5) Melakukan rekapitulasi penyusunan anggaran APBD / APBN untuk
diusulkan dalam program kerja Badan.
6) Mengatur dan mengelola penyediaan data dan Informasi serta kehumasan
penanggulangan Bencana.
7) Menghimpun bahan - bahan dalam pembinaan organisasi,
Ketatalaksanaan, Sumber daya aparatur , Perencanaan diklat teknis dan

analisis Jabatan.
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8) Membina dan mengawasi, memberi arahan / petunjuk serta bimbingan
kepada bawahan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang
dibawahnya.

9) Mengawasi pelaksanaan Operasional kendaraan Dinas, pemanfaatan
fasilitas kantor dan pemeliharaannya.

10)Mengkoordinasikan  penyusunan Rencana Kinerja dan laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (LAKIP) Badan Penanggulangan
Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11)Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu
waktu kepada Kepala Badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu kepala
Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan Sub bagian kepegawaian dan Umum.
Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :

1) Menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan di
bidang kepegawaian dan Umum.

2) Melaksanakan  Administrasi  kepegawaian  meliputi:  Pengusulan
Pengangkatan. Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Pemindahan ,
Cuti , Pemberhentian dan pensiun, Penyusunan daftar urut kepangkatan ,
Bezetting pegawai negeri sipil, Sumpah janji pegawai negeri sipil dan data
kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai.

3) Menghimpun, mendokumentasikan dan memantau peraturan perundang —
undangan di bidang kepegawaian dan menyiapkan bahan penyelesaian
masalah kepegawaian.

4) Melaksanakan urusan Surat menyurat, tata kearsipan dan memantau

pelaksanaan tata naskah Dinas.
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5)

6)

7)

8)

Melaksanakan urusan Rumah Tangga Badan, menyediakan Informasi,
Dokumentasi Hukum, Kehumasan, Protokol, Administrasi perjalanan
Dinas, Operasional kendaraan, fasilitaas kantor dan pemeliharaannya,
ketertiban dan kebersihan dilingkup badan.

Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana
pengembangan sumber daya aparatur dan Perencanaan diklat badan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Membagi tugas, membimbing, mengawasi dan memberikan arahan /
petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu kepala

Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan.

Fungsi :

Untuk

melaksanakan tugas pokok, Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai fungsi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menyusun Rencana kerja Sub bidang perencanaan dan keuangan.
Menyiapkan penetapan Program kerja Sub Bidang Perencanaan dan
keuangan.

Mengumpulkan, mengolah data dan mengidentifikasi data Rencana kerja
dan kegiatan dari satuan kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana.
Melaksanakan Penatausahaan Administrasi dan memverifikasi keuangan
badan dari Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus maupun dari
sumber lainnya.

Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pembinaan Sub
Bidang Perencanaan dan Keuangan.

Mengumpulkan data dan Informasi penyusunan Buku Statistik
penanggulangan bencana.

Menganalisa, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan laporan

kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan.
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8)

9)

Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah urusan sub Bidang
Perencanaan dan Keuangan.

Membagi tugas kepada bawahan, mengawasi dan memberikan petunjuk /
arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

10)Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas :

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun dan melaksanakan Rencana

perumusan Program dan penjabaran Kebijakan bidang pencegahan dan

Kesiapsiagaan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Merumuskan Rencana Pelaksanaan program operasional dan pedoman
pembinaan teknis daerah rawan Bencana di Bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan.

Merencanakan dan  mengelola  Anggaran  APBD/APBN  guna
mensinkronisasikan Penanganan bencana di daerah.

Menyusun data potensi daerah rawan bencana di Bidang Pencegahan dan
kesiapsiagaan.

Menyelenggarakan pembinaan Internal dan Eksternal dengan Stakeholder
agar tercipta Pola penanganan secara terpadu dalam rangka pencegahan
dan kesiapsiagaan.

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di Bidang pencegahan dan
Kesiapsiagaan dengan pihak terkait.

Merencanakan pembuatan buku Indeks risiko Bencana dan indeks
kerentanan serta membuat peta rawan bencana berbasis GIS (Geographis
Information System) agar tersedianya peta koordinat wilayah darat, laut
dan udara guna mengetahui posisi kondisi geografi wilayah Maluku.
Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian di Bidang

pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana.
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8) Mengelola penyediaan data dan menyebarluaskan informasi untuk
mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa dan harta benda serta
melaksanakan dokumentasi Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan maupun Instansi
teknis dalam rangka pembinaan di Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan.

10)Membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina memberi
arahan/petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada kepala badan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Seksi Pencegahan

Tugas :
Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang
Pencegahan dan kesiapsiagaan menyusun dan melaksanakan rencana Teknis
Operasional Seksi Pencegahan.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pencegahan, mempunyai fungsi :
1) Merencanakan Program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
kegiatan Operasional seksi Pencegahan.
2) Mengkoordinasikan Rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi
pencegahan
3) Mengumpulkan data potensi kerawanan gempa, banijir, longsor, abrasi,
kekeringan, kebakaran, prakiraan iklim cuaca dan tinggi gelombang,
kegagalan teknologi serta ulah manusia agar terwujudnya sistem
penanganan dan pengelolaan bencana di daerah.
4) Menyediakan Peta koordinat wilayah darat, laut, dan udara guna
mengetahui posisi kondisi geografis wilayah Maluku.
5) Menyusun buku Indeks risiko bencana dan indeks kerentanan bencana
serta membuat peta rawan bencana berbasis GIS (Geographis
Information Sistem) agar tersedianya peta rawan bencana kabupaten/

Kota se —maluku.

Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019-2024 16



6) Membuat Petunjuk arah evakuasi dan Rambu Bahaya Tsunami, Gempa,
kebakaran dan Longsor dalam mengurangi risiko korban bencana.

7) Menyiapkan saran dan rekomendasi penyelesaian serta fasilitasi urusan
Pencegahan agar terwujudnya kecepatan dan ketepatan pelayanan
Pencegahan.

8) Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi dalam
bentuk Brosur, baliho, pamflet, leafleat, Bookleat, Buku saku, audio Visual,
komunikasi radio dan Ranet.

9) Memantau dan mengevaluasi kegiatan pencegahan agar terciptanya
mekanisme pelaksanaan kegiatan.

10)Mengawasi,membina,member iarahan/ petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas serta memberi tugas
kepada bawahan sesuai dengan fungsi.

11)Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas yang berlaku.

Seksi Kesiapsiagaan

Tugas :
Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang
pencegahan dan kesiapsiagaan menyusun dan melaksanakan Rencana teknis
Operasional seksi kesiapsiagaan.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi:
1) Merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
kegiatan Operasional seksi kesiapsiagaan.
2) Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi
kesiapsiagaan.
3) Melaksananakan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana guna
terwujud pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana.
4) Mengumpulkan data potensi Seksi Kesiapsiagaan;
5) Menyiapkan Posko siaga bencana guna mengkoordinasikan sistem

penyampaian informasi secara berjenjang.
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6)

7)

8)

9)

Menyebarluaskan informasi peringatan dini berupa iklim cuaca, tinggi
gelombang dan gempa bumi kepada masyarakat melalui media cetak,
elektronik dan SMS (Short massage Service).

Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan kesiapsiagaan agar terciptanya
mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Mengawasi,membina, memberi arahan/petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas serta memberi tugas
kepada bawahan sesuai tugas dan fungsi.

Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas :

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku menyusun dan

melaksanakan rencana perumusan Program dan penjabaran kebijakan bidang

Kedaruratan dan Logistik.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai

fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Merumuskan rencana pelaksanaan program Operasional di Bidang
kedaruratan dan Logistik.

Melaksanakan pedoman pembinaan unsur pengarah dan lembaga peduli
bencana agar tercipta Penanganan Bencana secara terkoordinasi dan
terpadu

Menyusun data potensi akibat bencana untuk ditindaklanjuti dalam
memberikan pertolongan pada korban.

Melaksanakan Sosialisasi bidang kedaruratan guna mewujudkan
kesamaan persepsi tentang penanganan korban bencana.

Menyusun saran dan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan
kedaruratan dan logistik.

Menerima dan mengelola Dana siap pakai untuk penanganan tanggap

darurat.
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7) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi teknis penanganan Bencana
dalam rangka kerjasama di bidang Kedaruratan dan Logistik.

8) Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan Program
kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik.

9) Membagi dan memberi tugas serta mengawasi ,membina, memberi arahan
/petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan fungsinya.

10)Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu —
waktu kepada kepala Badan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seksi Kedaruratan

Tugas :

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik menyusun dan melaksanakan Rencana Teknis
Operasional Seksi Kedaruratan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Kedaruratan, mempunyai fungsi :

1) Merencanakan Program dan menyiapkan bahan Penyusunan rencana
kegiatan Operasional Seksi kedaruratan.

2) Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi
kedaruratan.

3) Melaksanakan Sosialisasi dan pelatihan penanganan tanggap darurat oleh
Lembaga Penanganan bencana agar terwujudnya kesamaan persepsi
dalam rangka penanganan Tanggap Darurat.

4) Menyusun petunjuk teknis pembinaan kerjasama dalam rangka
penanganan tanggap darurat.

5) Menyiapkan saran dan bahan Rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi
urusan Kedaruratan pada lokasi bencana guna memperoleh Status
Kedaruratan.

6) Melaksanakan bantuan tanggap darurat di lokasi bencana selama 14 hari
dan atau diperpanjang sesuai kondisi lokasi korban untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat.
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7)

8)

9)

Mengkoordinir, menginventarisir dan mendistribusikan bantuan secara

terpusat ke lokasi korban bencana sehingga memperoleh kepastian

penanganan secara terpadu.

Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan kedaruratan agar terciptanya
mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Mengawasi, membina, memberi arahan/petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas serta memberi tugas

kepada bawahan sesuai dengan fungsi.

10)Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seksi Logistik

Tugas :

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kedaruratan dan

logistik menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional seksi logistik.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Logistik, mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
kegiatan operasional seksi logistik. ;

Mengumpulkan data potensi sarana dan prasarana pendukung
penanganan bencana lintas sektoral guna memperoleh gambaran
pelaksanaan logistik;

Membantu dan mengevakuasi korban di lokasi bencana agar mendapat
kepastian penanganan secara terpadu;

Menyusun petunjuk pembinaan kerjasama dengan instansi penanganan
bencana dalam rangka penguatan penanganan logistik;

Menghimpun data korban akibat bencana guna menentukan jumlah alokasi
bantuan;

Menyiapkan penampungan darurat kepada korban bencana berupa tenda
darurat, penampungan darurat, penyediaan sanitasi, MCK, dapur umum
lapangan, penyiapan fasilitas sarana pendidikan , peribadatan, kesehatan,
penerangan dan akses komunikasi serta kebutuhan dasar lainnya untuk

memenuhi kebutuhan korban bencana;
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7) Menyiapkan posko komando tanggap darurat guna mengkoordinasikan
penanganan korban dan bantuan dari berbagai pihak termasuk pihak asing
serta penyebaran informasi tanggap darurat;

8) Menganalisa dan mengevaluasi kegitan logistik agar terciptanya
mekanisme pelaksanaan kegiatan;

9) Mengawasi, membina, memberi arahan / petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas serta memberi tugas
kepada bawahan sesuai dengan fungsi;

10)Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidanqg Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas :

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala
badan penanggulangan bencana daerah menyusun dan melaksanakan rencana
perumusan program dan penjabaran kebijakan di bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi.

Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
mempunyai fungsi :
1) Merumuskan rencana pelaksanaan program oprasional di bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2) Melaksanakan pembinaan mental, pemulihan sosial ekonomi dan
Rekonstruksi korban akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Menyiapkan data pasca bencana guna verifikasi dan penyusunan laporan
untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah /pusat.
4) Menerima dan mengelola dana siap pakai dan hibah untuk penanganan
pasca bencana bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5) Menyiapkan pembinaan, korban Pasca Bencana dan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana.
6) Menyusun saran dan bahan rekomendasi pembangunan infrastruktur yang
merujuk pada kondisi daerah yang dianggap rawan bencana;
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7)

8)

9)

Mengatur dan mengelola penyediaan data dan informasi serta dokumentasi
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun instansi
teknis dalam rangka pembinaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program

kegiatan yang telah di tetapkan secara periodik;

10)Membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi

arahan/petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas

sesuai dengan fungsinya.

11)Melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara

berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan serta melaksanakan
tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Rehabilitasi

Tugas :

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional seksi

rehabilitasi.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

Merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan dan rencana
kegiatan operasional seksi rehabilitasi.

Mengumpulkan dan menginventarisir data korban bencana guna
penanganan rehabilitasi.

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi mental
korban bencana dan pemulihan sosial ekonomi serta perlindungan
terhadap kelompok rentan.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat korban bencana melalui
kelompok usaha bersama guna terwujudnya peningkatan kondisi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat.

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, lembaga, ormas dan dunia
usaha dengan instasi terkait dalam rangka pembangunan tempat tinggal

kembali.

Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019-2024 22



6) Menyiapkan saran dan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan
Rehabilitasi bagi korban bencana.

7) Mengumpulkan dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi
pasca bencana terhadap penanganan korban bencana.

8) Menganalisa dan mengevaluasi kegitan rehabilitasi agar terciptanya
mekanisme pelaksanaan kegiatan.

9) Mengawasi, membina, memberi arahan/petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas serta memberi tugas
kepada bawahan sesuai fungsi.

10)Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang di

berikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Rekonstruksi

Tugas :
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi, menyusun dan melaksanakan rencana teknis operasional seksi

Rekonstruksi.

Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1) Merencanakan program dan menyiapkan bahan penyusunan dan rencana
kegiatan operasional seksi Rekonstruksi.

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pasca Bencana guna
terwujudnya pembangunan fisik.

3) Melaksanakan Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Verifikasi penyusunan
Pelaporan dan pemberian rekomendasi guna usulan bantuan pasca
bencana di kabupaten /Kota se-maluku.

4) Menyusun petunjuk pembinaan kerja sama dalam rangka pengembangan
rekonstruksi dengan instansi terkait.

5) Menyiapkan saran dan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi urusan
rekonstruksi infrastruktur pasca bencana.

6) Menyediakan peralatan penunjang rekonstruksi pasca bencana agar
terlaksana penanganan kebutuhan dasar korban bencana.
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7) Mengusulkan penanganan pembangunan rekonstruksi pasca bencana
kepada pihak ketiga (3) sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Rekonstruksi agar terciptanya
mekanisme pelaksanaan kegiatan.

9) Mengawasi, membina, memberi arahan/petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas serta memberi tugas
kepada bawahan sesuai fungsi.

10)Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang di

berikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Provinsi Maluku, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

KEPALA PELAKSANA

Unsur Pengarah

} L ) . J

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi BPBD Provinsi Maluku
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Maluku dapat dibedakan menjadi

2 (dua) unsur ; yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Jumlah aparatur
untuk dua kategori tersebut dapat dilihat dari table 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Maluku

: Jumlah
No Pegawai L = Total Ket.
1 | ASN 18 15 33
2 | Non ASN 13 4 17
Total 31 19 50

Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum BPBD Provinsi Maluku, April 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya manusia (SDM) di BPBD

Provinsi Maluku adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

S2 S1 D3 SMA SMP SD
No Pegawai Total
L|P|L|P|L|P P|L|P|L|P
1 | ASN 6 |3 |10 | 7 - 3 2 - - - - 33
2 | Non ASN - - 2 12 |1 - 10 | 2 - - - - 17
Total (1+2) 6 | 3 (12] 9 |1 3 |12 4 - - - - 50
Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum BPBD Provinsi Maluku, April 2019

Sedangkan untuk jumlah ASN pada BPBD Provinsi Maluku menurut

golongan ruang gaji adalah sebagaimana terlihat pada table 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang Gaji

» Jumlah Pegawai
No Golongan Ruang Gaji L P Total
1| Golongan IV 5 2 7
2 | Golongan Il 12 11 23
3 | Golongan I 1 2 3
4 | Golongan | - - -
JUMLAH 18 15 33

Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum BPBD Provinsi Maluku, April 2019

Jumlah ASN pada BPBD Provinsi Maluku menurut menurut

Jabatan/Eselon adalah sebagaimana terlihat pada table 2.4 berikut :
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Tabel 2.4. Jumlah ASN Menurut Jenis Jabatan/Eselon

No Jabatan/Eselon Jumlah Pegawai
L P Total

(1) ) 3) 4) (5)
1| Struktural/Eselon | - - -
2 | Struktural/Eselon Il - 1 1
3 | Struktural/Eselon Il 4 - 4
4 | Struktural/Eselon IV 3 3 6
5 | Non Struktural/JFU 11 11 22

JUMLAH 18 15 33

Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum BPBD Provinsi Maluku, April 2019

Sedangkan jumlah ASN pada BPBD Provinsi Maluku menurut Analisis

Jabatan dan Beban Kerja adalah sebagaimana terlihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Jumlah . ;
Hasil Kelebihan/
Nama Jabatan Pemangku | o (Kekurangan)

Jabatan
Kepala Pelaksana 1

1. Sekretaris
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
1) Pengadministrian Umum
2) Pengelola Kepegawaian
3) Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga
dan Perlengkapan
4) Sekretaris Pimpinan
5) Pengemudi
6) Pengelola Sarana dan Prasana Kantor
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1) Pengelola Data
2) Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3) Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
4) Bendahara
5) Penata Laporan Keuangan
6) Pengelola Barang Milik Negara -
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1
a. Kepala Seksi Pencegahan -
1) Analis Pengurangan Risiko Bencana -
2) Analis Mitigasi Bencana 1
3) Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring 1
1
1

—_
1

K G L U QI
—_ A A A
1

[ [ G G G (I (I UL U

4) Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam
b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
1) Pengelola Bahan Untuk Rencana
Penanggulangan Bencana
2) Penyuluh Bencana 1 1 -
3) Analisis Bencana 1 1 -
4) Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim - 1 (1)

R N (UL . [ [ (S e N N O O L O T G G e N Y.
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3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
a. Kepala Seksi Kedaruratan
1) Analisis Penanggulangan Krisis
2) Pengelola Data
3) Pengelola Data Dampak Bencana
b. Kepala Seksi Logistik
1) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
2) Pengolah Data
3) Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Bantuan Bencana
4) Pengelola Logistik
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a. Kepala Seksi Rehabilitasi
1) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
2) Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis
3) Penyusun Pemberian Bantuan Teknis
b. Kepala Seksi Rekonstruksi
1) Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan
2) Penelaah Mutu Konstruksi
3) Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan
Jumlah 33
Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum BPBD Provinsi Maluku, April 2019
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Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja BPBD Provinsi Maluku,
seharusnya terdapat 50 orang ASN. Namun aparatur yang tersedia sebanyak 33
orang sehingga masih kekurangan sebanyak 17 orang. Kekurangan tersebut pada
Jabatan Struktural sebanyak 2 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 15
orang. Untuk itu, perlu penambahan pegawai guna pengisian kekosongan jabatan-
jabatan tersebut, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional umum pada
BPBD Provinsi Maluku.

Demikian halnya dengan ketersediaan aparatur Non ASN masih kurang.
Sementara kebutuhan personil pada Pusdalops PB BPBD Provinsi Maluku
sebanyak 24 orang. Dari 14 orang Non ASN yang tersedia, terdapat 6 orang
dengan kompetensi teknis ditempatkan pada Pusdalops PB, sedangkan 6 orang
lainnya ditempatkan pada Bagian Sekretariat. Dengan demikian, kondisi SDM
saat ini masih belum memenuhi jumlah yang ideal dari SDM yang dibutuhkan oleh
BPBD Provinsi Maluku.

2.2.2 Saranadan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Maluku terdiri dari
asset yang bersumber dari APBD melalui pembelian/hibah daerah dan asset yang
bersumber dari APBN melalui Hibah BNPB kepada BPBD Provinsi Maluku. Daftar
asset tersebut sebagaimana tersaji dalam table 2.6 berikut :
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Tabel 2.6. Daftar Asset BPBD Provinsi Maluku

No Nama Barang Jumlah | No Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Air Conditioning 13 unit 1 Mobil Truck Serba Guna 1 unit Baik
2 Mesin Tik Listrik Portabl 3 unit 2 Mobil Ambulance 1 unit Rusak Ringan
3 Mesin Hitung Manual 2 unit 3 Mobil Toilet Portable 1 unit Baik
4 Mesin Foto Copy Uk.Folio 1 unit 4 Mobil Komando 1 unit Baik
6 Filling Besi/Metal 13 unit 6 | Mobil Dapur Lapangan 1 unit Baik
7 Brandkas 1 unit 7 | Mobil Water Treatment 1 unit Rusak Ringan
8 Overhead Projector 2 unit 8 Mobil Tangki Air 2 unit Baik
9 Meja Rapat 13 unit 9 Mobil Komunikasi 1 unit Rusak Ringan
10 | Meja Tambahan 6 unit 10 | Mobil Rescue 1 unit Rusak Ringan
11 | Kursi Putar 30 unit 11 | Mobil Pickup (L300) 1 unit Baik
12 | Meja 1/2 Biro 40 unit 12 | Perahu Amphibi 1 unit Rusak Ringan
13 | Sofa 1 Set 13 | Motor Triller 6 unit | 2 unitBaik, 4 unit
Rusak Ringan
16 | Camera Film 2 unit 16 | Perahu Karet + Mesin 1 set Rusak Ringan
Tempel
17 | Dispencer 6 unit 17 | Light Tower Portable 1 unit Rusak Ringan
18 | Handy cam 2 unit 18 | Genset3 & 5 KWA 4 unit Baik
19 | Personal computer 10 unit 19 | Lampu Tenaga Surya 3 unit Baik
20 | Laptop 6 unit 20 | Alat Pemotong Beton 1 set Baik
21 | Printer 4 unit 21 | Mesin Pompa Air 2 unit Baik
22 | Meja Kerja Non Struktural 4 unit 22 | Mesin Chansaw 2 unit Baik
23 | Meja Kerja Pejabat 1 unit 23 | Radio MRAY 1 unit Baik
24 | Kursi Kerja Non Struktural 1 unit 24 | Radio AMBREY 1 set Baik
26 | KursiKerja Pejabat 2 unit 26 | Radio HT 27 unit Baik
27 | Lemari Buku/Arsip 19 unit 27 | Tandu Lipat/Roda/Sekop 3 unit Baik
28 | Handy Talky 4 unit 28 | Tali Pengaman Tandu 1 unit Baik
29 | Telepon/Faximile 2 unit 29 | Bodi Split/Spinal/Bidu 1 set Baik
Leher
30 | RakTV 1 unit 30 | Tenda Pengungsi 2 unit Baik
31 Horizontal/Vertical W.L.R 16 set 31 | Tempat Duduk Timbang 1 unit Baik
32 | Televisi 1 unit 32 | Tas Pertolongan Pertama 2 Set Baik
33 | Sound System 1 unit 33 | Kotak Obat 1 unit Baik
36 | Layar Projector 1 unit 36 | Matras 2 unit Baik
37 | Mobil Dinas R4 1 unit 37 | Mobil Operasional 1 unit Baik
Renger

Sumber : Laporan BMD BPBD Provinsi MalukuTahun 2018

2.2.3 Unit Kerja Lainnya

Menurut Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2012, Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah
unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem
informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Pusdalops PB juga
merupakan unit kerja pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan

Bencana yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
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Pusdalops PB beroperasi secara rutin harian pada saat kondisi normal tanpa
bencana. Ketika situasi terjadi bencana, Pusdalops PB dapat diaktivasi menjadi
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana yang disingkat Posko TD.

BPBD Provinsi Maluku telah memiliki Pusdalops PB yang berada di bawah
Bidang Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Pelaksana BPBD Provinsi Maluku. Susunan organisasi Pusdalops PB dipimpin
oleh Manajer yaitu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya, manajer dibantu oleh Koordinator
Administrasi yang bertanggungjawab untuk urusan administrasi Pusdalops PB dan
Supervisor yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan
teknis lainnya. Untuk Koordinator Administrasi dan Supervisor serta masing-
masing personil yang berada dibawahnya adalah personil Non ASN yang
ditetapkan oleh Kepala BPBD sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi Pusdalops PB dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini :

Pengawas

Manajer Pusdalops PB |
|

Koordinator
Administrasi

Supervisor

75 -
=1 s g 7
. v = _“."”
F 4 Ez' Operator } { Operator ' r

UNIT TEKNIS

UNIT
ADMINISTRASI

S T R e ————— R —

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pusdalops PB

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja
pelayanan ini disusun dengan maksud agar setiap perencanaan yang
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dilakukan oleh Perangkat Daerah dapat lebih terarah dan diharapkan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai skala prioritas yang disesuaikan
dengan jumlah pendanaan yang ada. Dengan demikian perencanaan
yang dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang
menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Maluku tahun 2014-2018 memperlihatkan kinerja pelayanan
yang cukup baik, karena rasio capaian dari tahun ke tahun berada diatas
55% (lihat tabel 2.7). Hal ini tercermin pula dalam capaian kinerja program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun terlihat pada
rasio capaian kinerja mengalami penurunan dikarenakan penetapan indikator
kinerja untuk pengukuran capaian sasaran yang belum tepat, sehingga perlu
penajaman indikator sasaran yang lebih terukur.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
BPBD Provinsi Maluku, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
meskipun di tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya
rasionalisasi anggaran untuk belanja daerah di tahun tersebut. Namun
demikian BPBD Provinsi Maluku dalam menjalankan fungsi komando,
koordinasi, dan pelaksana dari aspek pendanaan pelayanan perangkat
daerah masih sangat minim. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan
anggaran dan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Maluku.

Untuk  melihat capaian kinerja dan pendanaan pelayanan
dimaksud, baik dari capaian indikator pelayanan maupun dari
pengganggaran dan realisasi pendanaan pelayananan perangkat daerah
BPBD Provinsi Maluku Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel 2.7 dan
tabel 2.8 di berikut ini :
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Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan
BPBD Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014

2015

2016

2017

2018

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

(1) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20)

Presentase peningkatan
kapasitas aparatur
dalam penguasaan
system peringatan dini
dan kapasitas
masyarakat  terhadap
penanggulangan
bencana

100

100

100

100

100

100 | 100 | 75 93 70

100 | 100 | 75 93 70

Presentase
ketersediaan data
pengkajian penanganan
darurat, kesesuaian
kebutuhan peralatan
penyelamatan dan
evakuasi korban,
ketersediaan logistic
serta peralatan korban
bencana

100

100

100

100

100

100 | 100 | 90 | 100 | 81

100 | 100 | 90 | 100 | 81

Presentase  pemulihan
sarana dan prasarana
fisik dan non fisik di
wilayah pasca bencana

100

100

100

100

100

100 | 100 | 60 99 95

100 | 100 | 60 99 95

Presentase peningkatan
pemahaman  aparatur
dalam penanggulangan
bencana

100

100

100

100

100

100 | 100 | 100 | 99 93

100 | 100 | 100 | 99 93
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Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

BPBD Provinsi Maluku Tahun 2014-2018

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Belanja Daerah | 3.696.921.772 | 7.497.697.484 | 6.376.068.094 | 5.154.094.907 | 6.172.427.726 | 3.319.103.739 | 6.743.587.621 | 6.101.864.328 | 5.159.374.068 | 5.069.123.914
Belanja 3.571.340.254 | 7.497.697.484 | 6.376.068.094 | 5.154.094.907 | 6.172.427.726 | 3.319.103.739 | 6.743.587.621 | 6.101.864.328 | 5.159.374.068 | 5.069.123.914
Langsung &
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai | 2.088.085.003 | 2.615.597.484 | 3.174.829.904 | 3.041.918.907 | 2.909.177.726 | 1.943.848.488 | 2.784.728.284 | 3.052.538.515 | 3.142.504.797 | 2.908.345.404
Belanja Barang & | 1.289.330.251 | 3.137.975.000 | 3.166.139.000 | 2.112.176.000 | 3.129.750.000 | 1.181.330.251 | 2.446.406.337 | 3.014.225.813 | 2.016.869.271 | 2.027.778.510
Jasa
Belanja Modal 193.925.000 | 1.744.125.000 35.100.000 133.500.000 | 193.925.000 | 1.512.453.000 35.100.000 - | 133.000.000
U Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan
ratan 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Belanja Daerah 89,78 % 89,94 % 95,70 % 100,10 % 82,13 % 5.779.441.997 5.278.610.734
Belanja 89,78 % 89,94 % 95,70 % 100,10 % 82,23 % 5.779.441.997 5.278.610.734
Langsung &
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai 93,09 % 106,47 % 95,68 % 103,31 % 99,97 % 2.765.921.805 2.766.393.098
Belanja Barang & 91,62 % 77,96 % 95,20 % 95,49 % 64,79 % 2.003.719.050 2.137.322.036
Jasa
Belanja Modal 100,00 % 86,72 % 100,00 % 99,63 % 421.330.000 374.895.600
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Provinsi Maluku

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BPBD Provinsi Maluku

No Dokumen Tantangan Peluang
(1) (2) (3) 4)

1 | Telaah Renstra BNPB . Irmtlernalisasi pengurangan : Pemapfaatan k.ajian dan
risiko bencana dalam peta risiko bagi penyusunan
perencanaan pembangunan RTRW dan RPJMD.
nasional dan daerah. . Penyebarluasan informasi

. Penurunan tingkat kerentanan kebencanaan kepada
terhadap bencana. masyarakat.

. Penguatan tata kelola, . Dukungan dari masyarakat
transparansi dan akuntabilitas melalui Forum PRB dan
penyelenggaraan Forum Perguruan Tinggi
penanggulangan bencana. melalui penyusunan

. Pemantapan koordinasi, elektronik database (e-
komando dan penyelengaraan database).
penanggulangan bencana. . Tersedia prosedur

penanganan darurat
bencana.

2 | Telaah Renstra BPBD | " Ketidakselarasan Renstra . Terdapat beberapa BPBD

Kab/Kota terutama antara Tujuan dan Kab/kota yang menetapkan
sasaran BPBD Kab/Kota tujuan dan sasaran prioritas
dengan BPBD Provinsi dalam pembangunan daerah
menurunkan indeks risiko selaras dengan BPBD
bencana. Provinsi dalam menurunkan

. Periode Renstra yang berbeda indeks risiko bencana.

sehingga ketidakselarasan . Rata-rata periode Renstra

tidak dapat dihindari. Kab/Kota akan berakhir
pada tahun 2021 dan/ 2022
sehingga peluang untuk
penyelerasan Renstra dapat
dilakukan.

3 | Telaah RTRW Menata dan mengalokasikan | 1. Tersedia kajian risiko
sumber daya lahan secara bencana sebagai bahan
proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan
pertimbangan pengelolaan sumber daya alam
sumber daya alam secara berkelanjutan di sektor-
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berkelanjutan di sector sektor unggulan.

unggulan pertanian, 2. Tersedia sistem informasi

pertambangan serta kelautan kebencanaan untuk

dan perikanan. meningkatkan aksesibilitas
2. Peningkatan aksesibilitas data dan informasi

dan pengembangan pusat- pengembangan struktur

pusat kegiatan sector ruang secara terpadu.

terhadap pusat-pusat 3. Tersedia skema asuransi

kegiatan nasional, wilayah bencana untuk

dan local melalui pengembangan sektor

pengembangan struktur sosial ekonomi di daerah

ruang secara terpadu. berisiko tinggi bencana.
3. Menetapkan kawasan 4. Tersedia modul

strategis dalam rangka peningkatan kapasitas

pengembangan sektor terkait integrasi

unggulan dan pengurangan risiko

pengembangan sosial bencana ke dalam

ekonomi secara terintegrasi pembangunan

dengan wilayah sekitar. berkelanjutan.

4. Pengembangan sumber daya
manusia yang mampu
mengelola sektor unggulan
secara profesional dan

berkelanjutan.

4 Telaah KLHS 1. Wilayah provinsi Maluku | 1. Telrls:edialnya dokumen
berada pada pertemuan tiga Kajian Risiko Bencana dan
lempeng tektonik besar Indeks Risiko Bencana
(Indo-Australia, Eurasia dan sebagai bahan
Pasifik), yang berpotensi pertimbangan dalam
menimbulkan berbagai jenis pengelolaan lingkungan
ancaman bencana. yang berkelanjutan.

2. Perbedaan pola musim di 2. Tersedianya peta rawan
wilayah Provinsi Maluku bencana per jenis ancaman
memiliki potensi bencana bencana untuk dijadikan
terutama bencana bahan pertimbangan dalam
hidrometeorologi. pengambilan kebijakan

3. Daerah Rawan bencana daerah terkait lingkungan
meliputi 11 kabupaten/kota hidup dan kebencanaan.
dengan berbagai jenis 3. Terintegrasinya urusan
ancaman bencana yang lingkungan hidup dan
berbeda. kebencanaan dalam satu

tujuan dan sasaran prioritas
pembangunan daerah
tahun 2019-2024.
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BAB Ill. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD Provinsi, Kab/Kota menyelenggarakan
fungsi Pengkoordinasian, Pengkomandoan, dan Pelaksanaan.

Selanjutnya pada Pasal 12, 13 dan 14 dijelaskan bahwa fungsi koordinasi
BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota adalah koordinasi dengan satuan Kkerja
perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah,
lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan
pasca bencana.

Fungsi komando BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota adalah pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Sedangkan fungsi pelaksana BPBD adalah melaksanakan secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di
daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Melihat luasnya cakupan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah menuntut kinerja yang ekstra dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Upaya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi
Maluku sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara komprehensif dan
sistematis, karena masih terdapat permasalahan utama yang harus dicarikan
solusi pemecahannya melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan yang mengarah pada penyelesaian masalah pokok tersebut.

Pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana untuk menentukan Prioritas dan Sasaran BPBD

Provinsi Maluku, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Kapasitas ketangguhan daerah
dalam upaya pengurangan risiko
bencana yang masih rendah

Kapasitas penguatan kebijakan
dan kelembagaan
penanggulangan bencana perlu
ditingkatkan

Sinergitas dan koordinasi lintas
sektor dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang
belum optimal

Regulasi, mekanisme dan dokumen
penanggulangan bencana perlu
pemutakhiran

Kapasitas Pusdalops
Penanggulangan Bencana belum
optimal

Upaya pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi
bencana yang masih perlu
ditingkatkan

Masih rendahnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat tentang
pengurangan risiko bencana dan
adaptasi perubahan iklim
Forum/Komunitas/Lembaga yang
menjadi mitra dalam
penanggulangan bencana masih
minim.

System peringatan dini (Early
Warning System) bencana di
kawasan rawan bencana masih
kurang

Penanganan darurat bencana
dan manajamen logistik serta
peralatan yang belum optimal

Respon cepat dalam proses
penyelamatan, pertolongan dan
evakuasi korban bencana serta
pemenuhan kebutuhan dasar perlu
ditingkatkan

Penyediaan, pengelolaan dan
pendistribusian logistic dan
peralatan darurat bencana masih
minim dan perlu dioptimalkan.
Kemampuan teknis aparatur dalam
penanganan darurat bencana
masih rendah

Penanganan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
yang masih perlu ditingkatkan

Pemberdayaan dan pemulihan
sosial ekonomi masyarakat pasca
bencana yang belum optimal
Pembangunan kembali dan
perbaikan infrastruktur yang rusak
akibat bencana yang masih kurang

Belum optimalnya tata kelola
layanan pemerintahan dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana

Kapasitas aparatur yang masih
rendah dan sarana prasarana
pendukung yang masih minim
dan belum memadai

Kualitas dan kuantitas SDM masih
kurang.

Dukungan sarana dan prasarana
dari daerah sangat kurang
Pendanaan sangat kurang
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3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu :

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam

Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta
memperhitungkan peluang yang dimiliki, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku 2019 - 2024, sebagai berikut :

1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;

2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;

5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
6) Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Untuk mencapai visi dan misi diatas, dijabarkan dalam Program Unggulan
Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024. Program Unggulan dimaksud
dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) branding, sebagai berikut :

1) Maluku Bakudapa Maju Bersama;
2) Maluku Digital;

3) Maluku Damai;

4) Maluku Sehat dan Cerdas;

5) Kalesang Maluku;

6) Maluku Sejahtera;

7) Budaya Anak Negeri;

8) Maluku Unggul;

BPBD Provinsi Maluku merupakan salah satu OPD penanggungjawab Program
Unggulan Ke-5) : “Kalesang Maluku” dengan rencana aksinya adalah “Desa Tangguh
Bencana” sebagai upaya menjaga dan menyelamatkan laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim.
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Secara eksplisit tugas BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana tidak termuat di dalam Visi dan Misi serta Program Unggulan
Pembangunan Daerah, namun terdapat pada Tujuan ke-IV, yaitu : Meningkatkan
ketahanan lingkungan yang berkelanjutan, dengan sasaran, vyaitu
Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mengurangi resiko bencana
berbasis kepulauan, dengan program pembangunan daerah, yaitu : Program
Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Dengan
demikian, peran BPBD berkontribusi langsung dalam pencapaian Misi ke-ll
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024,

yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:  Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas

Gugusan Kepulauan
Prcl)vgl;rsa:r:a;DH Permasalahan Pelayanan Faktor
dan Wakil KDH Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
Misi : 1. Kapasitas penguatan 1. Belum optimalnya 1.Dukungan Kebijakan Pusat dan
Peng.elolaan kebijakan dan sinergitas dan koordinasi sinkronisasi serta koordingsi
Sumber Daya kelembagaan lintas sektor dalam dalam penyelenggaraan bidang
Alam yang penanggulangan penyelenggaraan penanggulanga}n Ibencana.
Berkelanjutan bencana perlu enanaqulangan bencana 2.Pengurangan riisiko bencana
ditingkatkan. P gguiang : dan adaptasi perubahan iklim
Proaram : 2. Upaya pencegahan dan | 2- Rendahnya pengetahuan merupakan program prioritas
Penguran. an kesiapsiagaan masyarakat tentang daerah.
Risil?o Ber?cana menghadapi bencana pengurangan risiko 3.Komitmen pimpinan daerah
dan Adaptasi yang masih perlu bencana dan adaptasi dalam percepatan penanganan
ditingkatkan. darurat dan dukungan

Perubahan Iklim perubahan iklim.

3. Kurangnya ketersediaan
logistik dan peralatan

3. Lambatnya penanganan
darurat bencana dan
manajamen logistik serta

pemerintah pusat melalui
bantuan logistik dan peralatan.
4. Komitmen pimpinan daerah

peralatan yang belum darurat bencana. dalam rehablitasi dan

optimal. 4. Belum optimalnya rekonstruksi serta dukungan
4. Penanganan rehabilitasi pemulihan sosial ekonomi kebijakan pemerintah pusat

dan rekonstruksi yang masyarakat dan dalam percepatan pemulihan

masih perlu ditingkatkan.
5. Kapasitas aparatur yang
masih rendah dan

pasca bencana.
5. Komitmen pimpinan daerah
dalam mewujudkan SDM yang

pembangunan kembali
pasca bencana.

sarana prasarana 5. Kurangnya SDM, sarana professional dan dukungan
pendukung yang masih dan prasarana serta anggaran melalui APBD (Dana
minim dan belum anggaran penanggulangan Belanja Tak Terduga) dan
memadai. bencana yang terbatas. APBN (Dana Siap Pakai) serta

pendanaan lainnya
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara dan Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut
BNPB melaksanakan salah satu dari 7 Agenda Pembangunan Nasional sesuai
RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan dan Perubahan Iklim, dengan arah kebijakan
meliputi :

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;

3) Pembangunan Rendah Karbon;

Arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan
target yang ingin dicapai adalah berkurangnya kerugian akibat dampak
bencana dan bahaya iklim, serta indikator kinerja sasaran adalah pengurangan
rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim sebesar 0,3%
terhadap PDB di tahun 2024.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan
Bencana dan lklim diatas mencakup :

1) Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan
Data, Informasi, dan Literasi Bencana,; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan
Tata Kelola Bencana; (c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
(d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko
Bencana; (e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana,; (f) Pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g)
Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

2) Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi
Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-
sektor prioritas, melalui: (a) Peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan
dan pesisir; (b) Peningkatan ketahanan iklim sektor air; (c) Peningkatan
ketahanan iklim sektor pertanian melalui pemanfaatan data dan informasi

geospasial; serta (d) Peningkatan ketahanan iklim sektor kesehatan.
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Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara
dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena
tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap
bencana. Bahkan hampir 75 persen infrastruktur industri dan konektivitas dasar di
Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.

Kondisi diatas menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan isu-isu
strategi. Isu strategi dalam peningkatan ketahanan bencana dan iklim, meliputi :

1) Tingginya risiko bencana di Indonesia;

2) Risiko bencana terkait karakteristik geologi;

3) Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat

perubahan iklim;

4) Masih lemahnya tata kelola penanggulangan bencana di Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pengarusutamaan kerentanan bencana dan
perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan
kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim,
serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan
pembangunan rendah karbon. Sedangkan indikator kinerja, meliputi :

1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerabh;

2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak
perubahan iklim;
3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca,

4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.

Untuk pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana mengalami
peningkatan. Hal tersebut tercermin pada kelembagaan penanggulangan
bencana yang telah terbentuk di daerah semakin meningkat. Selain itu pada
beberapa lokasi juga telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana
meliputi penyusunan kajian dan peta risiko bencana, penguatan analisis mitigasi
bencana dalam penyusunan rencana tata ruang, penyusunan rencana
penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi, pembentukan
desa tangguh bencana, penguatan sumber daya penanggulangan bencana,
pembentukan dan pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi,

serta instalasi sistem peringatan dini multiancaman bencana.
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3.3.2. Telaah Renstra BPBD Kabupaten/Kota
Terdapat 11 (sebelas) Organisasi Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, masing-
masing memiliki Tujuan dan Sasaran yaitu sebagai berikut :
1. BPBD Kabupaten Maluku Tengah
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2018-2022), adalah :
a) Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.

b) Menurunkan indeks risiko bencana.

Untuk mencapai Tujuan tersebut di atas dirumuskan Sasaran, sebagai
berikut :
a) Meningkatnya upaya mengidentifikasi, memahami dan menggunakan
skenario saat ini dan masa mendatang.
b) Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk
mewujudkan ketangguhan.
c) Meningkatnya upaya kesiapsiagaan tanggap darurat bencana yang efektif.
d) Meningkatnya kecepatan pemulihan dan pembangunan kembali dengan
baik.
e) Meningkatnya pengkajian risiko bencana dan perencanaan terpadu.
f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam upaya
penanganan tematik kawasan rawan bencana
g) Mendorong kebijakan yang berbasis pada budaya lokal
h) Memastikan bencana yang beresiko tinggi memiliki rambu bahaya dan
jalur evakuasi bencana.
2. BPBD Kabupaten Buru
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2018-2022), adalah :
a) Meningkatkan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat didaerah
rawan bencana.
b) Meminimalisasi dampak negatif bencana bagi korban bencana.

c) Meningkatkan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana.

Untuk mencapai Tujuan tersebut dirumuskan Sasaran, sebagai berikut :
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a) Terwujudnya mitigasi struktural.
b) Terwujudnya mitigasi non struktural.
c) Terwujudnya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat.
d) Tersalurkannya bantuan bencana secara tepat.
e) Terwujudnya pusat pengendalian operasional.
f) Tersusunnya fasilitasi kebutuhan pasca bencana.
g) Terwujudnya rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana.
3. BPBD Kabupaten Buru Selatan
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2016-2021), adalah :

a) Memantapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

b) Terlaksananya pengkajian tanggap darurat bencana, pengarahan
peralatan dan pemberian bantuan logistic serta penyelamatan dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.

c) Terlaksananya pemenuhan hak masyarakat terkena bencana dan
penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

d) Terwujudnya fungsi koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan
masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan tersebut dirumuskan Sasaran, sebagai berikut :

a) Meningkatkan kesiapsiagaan dan akses sistem peringatan dini dalam
menghadapi bencana yang difokuskan pada daerah rawan bencana.

b) Tersedianya pengkajian data penanganan tanggap darurat, pengerahan
peralatan, dan pemberian bantuan logistik serta penyelamatan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.

c) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkena bencana dan
penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

d) Meningkatnya kualitas fungsi koordinasi dalam tata kelola
penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat.
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2017-2022), adalah :
a) Meningkatkan pembangunan yang berbasis lingkungan.

b) Mengoptimalkan tata kelola penanganan dan pemulihan pasca bencana.
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Untuk mencapai Tujuan tersebut diatas dirumuskan Sasaran, sebagai

berikut :

a) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

b) Tersedianya regulasi tanggap bencana.

c) Meningkatnya kualitas tata kelola penanganan bencana.

d) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana.

e) Pemulihan masyarakat dan sarana prasarana.

5. BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2016-2021), adalah :

a) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana.

b) Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, menentukan tingkat
bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan menjamin
pemenuhan kebutuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.

¢) Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan social ekonomi,
budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta perbaikan infrastruktur/ fasilitas umum, social yang rusak akibat
bencana.

Untuk mencapai Tujuan tersebut dirumuskan Sasaran, sebagai berikut :

a) Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

b) Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif
melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan
sarana dan prasarana pendukung, dan peningkatan sistem logistik.

c) Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah
bencana.

6. BPBD Kabupaten Maluku Tenggara

Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2019-2023), adalah :

“‘Mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan, lingkungan hidup dan

mitigasi bencana”.

Untuk mencapai Tujuan tersebut dirumuskan Sasaran sebagai berikut :

“‘Meningkatnya kualitas penataan ruang berbasis lingkungan hidup dan

mitigasi bencana”.
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7. BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2016-2021), adalah :
“‘Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
handal mencakup penangana pra bencana, saat bencana dan pasca
bencana

Untuk mencapai Tujuan tersebut diatas dirumuskan Sasaran, sebagai

berikut :

“Terwujudnya kesadaran, kesiapan pemerintah dan peran serta masyarakat
dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas
sumber daya manusia aparatur dan masyarakat.

8. BPBD Kabupaten Kepulauan Aru
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2016-2021), adalah :

a) Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana dan mobilisasi
sumberdaya penanggulangan bencana di daerah.

b) Mewujudkan dan mengembangkan system penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh.

c) Terciptanya peta database daerah rawan bencana untuk pengurangan
risiko bencana pada daerah rawan bencana.

d) Terwujudnya perencanaan penanggulangan bencana dan perumusan
pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan tersebut diatas dirumuskan Sasaran, sebagai
berikut :
a) Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan
penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
b) Meningkatkan kualitas system penyelenggaraan penanggulangan
bencana secaran terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
c) Meningkatkan kualitas pelayanan pada daerah rawan bencana untuk

pengurangan risiko bencana.
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d) Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka
pengetahuan tentang penanggulangan bencana dan peningkatan

kesadaran akan arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

9. BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2017-2022), adalah :

” Meningkatkan pelayanan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana”.

Untuk mencapai Tujuan tersebut diatas dirumuskan Sasaran sebagai berikut

a) Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan
terwujudnya masyarakat siaga bencana melalui  peningkatan
kesiapsiagaan unsur-unsur penanggulangan bencana.

b) Melindungi masyarakat korban bencana dengan membangun sistem
tanggap darurat bencana yang cepat, akurat dan terukur dengan standar
operasi yang baku

¢) Pemulihan kebutuhan masyarakat pasca bencana melalui pembangunan

insfrastruktur dan pendampingan non-fisik.

10.BPBD Kota Tual

Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2019-2023), adalah :

a) Meningkatkan partisipasi pada semua kalangan masyarakat sejak tahap
perencanaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam menyelenggarakan
penanggulangan bencana.

c) Meningkatkan kualitas pemahaman penanggulangan bencana bagi
masyarakat.

d) Memperbaiki mutu lingkungan hidup, sistem pengelolaan sumber daya
alam serta mitigasi bencana.

e) Mewujudkan penanggulangan bencana serta penyaluran logistik
khususnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, balita dan ibu hamil.

f) Mewujudkan upaya perbaikan, pemulihan dan pembangunan kembali

dalam berbagai aspek setelah pasca bencana.
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Untuk mencapai Tujuan tersebut dirumuskan Sasaran sebagai berikut :

a) Terwujudnya daerah yang aman dari bencana.

b) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur.

c) Terwujudnya tingkat pemahaman masyarakat tentang bencana.

d) Terwujudnya peningkatan mutu lingkungan hidup, sistem pengelolaan
sumber daya alam serta mitigasi bencana.

e) Terwujudnya penanggulangan bencana serta penyaluran listrik
khususnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, balita da ibu hamil.

f) Terwujudnya perbaikan, pemulihan dan pembangunan kembali dalam
berbagai aspek setelah pasca bencana.

11.BPBD Kota Ambon

Tujuan prioritas pembangunan daerah selama 5 tahun (2019-2023), adalah :

“Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang kolaboratif dan

berkelanjutan”.

Untuk mencapai Tujuan tersebut diatas dirumuskan Sasaran, sebagai

berikut :

“‘Meningkatnya ketangguhan daerah dalam mengelola dampak perubahan

iklim dan risiko bencana”.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Maluku yang merupakan Daerah Kepulauan dan merupakan
pertemuan 3 lempeng tektonoik yakni lempeng eurasia, lempeng Indo Australia
dan lempeng pasifik itu berarti Provinsi Maluku merupakan daerah rawan Bencana
untuk itu diharapkan pada penyusunan RTRW Provinsi Maluku dapat memasukan
potensi-potensi jenis Bencana yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun di
Provinsi Maluku yang waktunya tidak bisa diprediksi.

Sesuai Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal
20 ayat 1 huruf f menyatakan bahwa arahan pengendalian ruang nasional berisi
indikasi arahan peraturan zonasi sistim nasional, arahan perizinan, arahan insentif
dan disentif, serta pasal 26 ayat 1 huruf f yaitu ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disentif, serta pasal 36 ayat 2
yang bunyinya peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang
untuk setiap zona pemanfaatan ruang yang bersifat universal. Perencanaan
penyelenggaraan penanggulangan bencana terikat pada suatu dimensi waktu,
sedangkan peraturan selamanya berlaku, olehnya harus memperhatikan zona
daerah rawan bencana dalam pemberian izin yang berkaitan dengan lingkungan.

Berdasarkan sejarah kejadian Bencana yang pernah terjadi di Provinsi
Maluku maka dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Maluku, seperti yang diamanahkan dalam Undang undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa perencanaan tata ruang
harus mempertimbangkan potensi-potensi bencana yang akan terjadi.

Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan indeks risiko
bencana Maluku sebesar 179 dengan kategori tinggi, dan penjabaran risiko
bencana yang tinggi pula di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Data tersebut sejalan dengan hasil Kajian Risiko Bencana yang menyatakan
bahwa terdapat 12 jenis ancaman bencana berpotensi terjadi di Maluku, yakni
banijir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan,
epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor,

tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi.
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3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Maluku,

terdapat beberapa fakta yang menunjukan risiko lingkungan hidup berkaitan

de
be
1)

2)

ngan kebencanaan di Provinsi Maluku. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai
rikut :

Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan
tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau
Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke
arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif
bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng
Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun,
zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang
mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan
nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut
terbentuklah patahan- patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan
ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor,
Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.

Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang
berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir
memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April
sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan
Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi
pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual,
Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni
musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan
musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari
perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk
setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik
daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung,
gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa,
kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan
manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan

di Provinsi Maluku.
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3) Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni
Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease,
Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru
dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis
ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin
Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung
Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit,
Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan

Kecelakaan Laut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berikut ini urutan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh BPBD Provinsi
Maluku Tahun 2019 — 2024, adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota se Maluku yang
turut berkontribusi bagi indeks risiko bencana Provinsi Maluku;

2. Belum optimalnya sinergitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
lintas sektor dan lintas wilayah;

3. Masih minimnya regulasi daerah, mekanisme dan dokumen perencanaan
penanggulangan bencana,

4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan;

5. Kurangnya sosialisasi dan latihan penanganan bencana secara
bertahap, berjenjang dan berlanjut kepada aparatur dan masyarakat;

6. Belum optimalnya manajemen logistik dan peralatan penanganan darurat
bencana serta sistem informasi penanggulangan bencana secara
berjenjang;

7. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana;

8. Bangunan gedung kantor yang tidak layak dan kurang memadai.
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BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran yang termuat dalam bab ini merupakan penjabaran dari misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut Tujuan dan Sasaran BPBD Provnsi Maluku
Tahun 2019-2024 :

4.1.1. Tujuan
Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Maluku 5 (lima) tahun kedepan

adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam upaya
pengurangan risiko bencana, dengan indikator kinerja tujuan yaitu
meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan
bencana.

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kualitas sumber daya dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja
tujuan yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana,
pelayanan dan disiplin serta kompetensi aparatur dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh BPBD Provinsi Maluku lima tahun ke

depan adalah :

1.

Meningkatnya penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan

penanggulangan bencana;

. Meningkatnya upaya pencegahan dan Kkesiapsiagaan menghadapi
bencana;
Meningkatnya percepatan penanganan darurat dan manajemen logistik

dan peralatan penanggulangan bencana,;

4. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

5. Meningkatnya kapasitas aparatur, sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.
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Berikut ini penjabaran tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja
selama 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Maluku Tahun
2019 — 2024, sebagaimana tabel 4.1. berikut :
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Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Perangkat Daerah
BPBD Provinsi Maluku

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-
2019 | 2020 | 2021 | 202 | 2023
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan Menurunnya indeks risiko Indeks risiko bencana 159.15 157.88 156.61 155.34 | 154.07

ketangguhan daerah dalam | bencana
upaya pengurangan risiko

bencana
1.1. Meplngkatnya penggatan 1.1.1. Presentasg penguatan kebijakan 100% 100% 100% 100% 100%
kebijakan dan kapasitas dan kapasitas kelembagaan
kelembagaan penanggulangan bencana

penanggulangan bencana

1.2. Meningkatnya upaya 1.2.1. Tingkat pencegahan dan 100% 100% 100% 100% 100%
pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi
kesiapsiagaan bencana
menghadapi bencana

1.3. Meningkatnya percepatan | 1.3.1. Tingkat penanganan darurat 100% 100% 100% 100% 100%
penanganan darurat dan bencana
manajemen logistik serta | 1.3.2. Ketersediaan logistik dan peralatan 10% 50% 55% 60% 65%
peralatan penanggulangan penanggulangan bencana
bencana

1.4. Meningkatnya 1.4.1. Tingkat pemulihan pasca bencana 100% 100% 100% 100% 100%

penanganan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca
bencana
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Meningkatkan kapasitas Meningkatnya kualitas dan kuantitas Baik Baik Baik Baik Baik
pelayanan dan kualitas sarana prasarana, pelayanan dan
sumber daya  dalam disiplin serta kompetensi aparatur
penyelenggaraan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana PR 2T
2.1. Meningkatnya kapasitas 2.1.1. Tingkat pemenuhan operasional | 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur, sarana dan kantor -
prasarana dalam 2.1.2. Tingkat pemenuhan sarana dan | 100% 100% 100% 100% 100%
penyelenggaraan prasarana aparatur
penanggulangan bencana | 2.1.3. Presentase peningkatan disiplin 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur
2.1.4. Presentase peningkatan kompetensi 100% 100% 100% 100% 100%

sumberdaya aparatur

1
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BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang termuat dalam bab ini merupakan

penjabaran dari misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini penjabaran misi, tujuan, sasaran, strategi

dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan oleh BPBD
Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 :

1.1.1. Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan

selama tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1.

10.

11.

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

Memperkuat regulasi dan mekanisme pendukung penyelenggaran
penanggulangan bencana;

Meningkatkan layanan  sistem informasi dan  komunikasi
penanggulangan bencana;

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan sektor
swasta;

Membangun sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oceanografi
di kawasan risiko bencana;

Meningkatkan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam
penanganan darurat bencana;

Menyediakan, mengelola dan mendistribusikan logistik dan peralatan
saat darurat bencana;

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat bencana;
Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang social ekonomi di
wilayah pasca bencana;

Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di

wilayah pasca bencana,;

Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019-2024 54



12.
13.

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pasca bencana,;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta kinerja

dan kompetensi aparatur yang profesional,

5.1.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi tersebut maka arah kebijakan BPBD dalam

penanggulangan bencana Tahun 2014-2019 adalah :

1.

10.

11.
12.
13.

Penyelenggaraan rapat dan forum koordinasi bidang penanggulangan
bencana,

Penyusunan regulasi, mekanisme dan dokumen pendukung
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Penguatan kapasitas Pusdalops Penanggulangan Bencana;

Sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko
bencana dan adaptasi perubahan iklim;

Pembentukan dan pengembangan forum/komunitas serta kemitraan
dalam penanggulangan bencana;

Pemasangan, pengujian dan sosialisasi sistem peringatan dini bencana
di kawasan risiko bencana;

Respon cepat dalam rangka Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi
korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar;

Manajemen penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik dan
peralatan darurat bencana,;

Pelatihan teknis penanganan darurat bencana;

Pemberdayaan dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca
bencana;

Pembangunan kembali Infrastruktur yang rusak akibat bencana;
Kajian/Workshop/Pelatihan teknis pasca bencana;

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta kinerja

dan kompetensi aparatur yang profesional,

Untuk menunjukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi

RPJMD Tahun 2019-2024 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah BPBD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dapat dilihat
pada tabel 5.1 berikut ini :
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Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
BPBD Provinsi Maluku

Visi Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan
Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas ketangguhan 1.1. Meningkatnya kapasitas 1.1.1. Meningkatkan koordinasi lintas 1.1.1.1. Penyelenggaraan rapat dan forum
daerah dalam upaya pengurangan penguatan kebijakan dan sektor dalam penyelenggaraan koordinasi bidang
risiko bencana kelembagaan penanggulangan penanggulangan bencana penanggulangan bencana
bencana 1.1.2. Memperkuat regulasi dan 1.1.2.1. Penyusunan regulasi, mekanisme
mekanisme pendukung dan dokumen pendukung
penyelenggaran penyelenggaraan
penanggulangan bencana penanggulangan bencana
1.1.3. Meningkatkan layanan sistem 1.1.3.1. Penguatan kapasitas Pusdalops
informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana
penanggulangan bencana
1.2. Meningkatnya upaya 1.2.1. Meningkatkan pemahaman dan | 1.2.1.1. Sosialisasi dan penyadaran
pencegahan dan kesiapsiagaan kesadaran masyarakat tentang masyarakat terhadap
menghadapi bencana pentingnya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dan
kesiapsiagaan bencana adaptasi perubahan iklim
1.2.2. Menjalin kerjasama dan 1.2.2.1. Fasilitasi, pembentukan dan
kemitraan dengan masyarakat pengembangan forum/komunitas/
dan sektor swasta lembaga serta kemitraan dalam
1.2.3 Membangun sistem peringatan penanggulangan bencana
dini bencana klimatologi dan 1.2.3.1. Pemasangan, penguijian dan

oceanografi di kawasan risiko
bencana

sosialisasi sistem peringatan dini
bencana di kawasan risiko
bencana
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1.3. Meningkatnya percepatan 1.3.1. Meningkatkan kecepatan respon | 1.3.1.1. Respon cepat dalam rangka
penanganan darurat dan dan kapasitas sumber daya penyelamatan, pertolongan dan
manajemen logistik serta dalam penanganan darurat evakuasi korban bencana serta
peralatan penanggulangan bencana pemenuhan kebutuhan dasar
SN 1.3.2. Menyediakan, mengelola dan Lall ManaJFrFen %enyedladgn£ ibusi

mendistribusikan logistik dan l[)er)gtgkodaan anl pten ('js n uflan

peralatan saat darurat bencana Ogistik dan peralatan darura
bencana

1.3.3. Meningkatkan kapasitas aparatur | 1.3.2.3. Pelatihan teknis penanganan

dalam penanganan darurat darurat bencana

bencana 1.3.2.4. Monitoring, evaluasi dan
inventarisasi Kebutuhan logpal
serta penangan darurat

1.4. Meningkatnya penanganan 1.4.1. Melaksanakan rehabilitasi dan 1.4.1.1. Pemberdayaan dan pemulihan
rehabilitasi dan rekonstruksi rekonstruksi bidang social sosial ekonomi masyarakat pasca
pasca bencana ekonomi di wilayah pasca bencana

bencana 1.4.2.1. Pembangunan kembali
1.4.2. Melaksanakan rehabilitasi dan Infrastruktur yang rusak akibat
rekonstruksi bidang prasarana bencana
fisik di wilayah pasca bencana 1.4.3.1. Kajian/Workshop/pelatihan teknis
1.4.3. Meningkatkan kapasitas pasca bencana
aparatur dalam penanganan
pasca bencana
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan | 2.1. Meningkatnya kapasitas 2.1.1. Meningkatkan kualitas dan 2.1.1.1. Peningkatan kualitas dan

kualitas sumber daya dalam
penyelenggaraan penanggulangan
bencana

aparatur, sarana dan prasarana

dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana

kuantitas sarana dan prasarana
serta kinerja dan kompetensi
aparatur yang profesional

kuantitas sarana dan prasarana
serta kinerja dan kompetensi
aparatur yang profesional
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BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan BPBD
Provinsi Tahun 2019-2024, diimplementasikan dalam perumusan rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif. Adapun rencana Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Maluku selama 5
tahun (2019-2024) adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan
Evaluasi Pelaporan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penguatan kebijakan

dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi Unit Penanggulangan Bencana,

2) Forum Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

3) Forum Koordinasi Bidang Kedaruratan dan Logistik;

4) Forum Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

5) Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN);

6) Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB);

7) Penguatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

8) Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pusdalops PB;

9) Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi;

10)Penyusunan Buku Statistik Bencana (Buku Data Bencana);

11)Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Provinsi Maluku periode 2020-2024;

12)Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Maluku periode
2020-2024;

13)Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) BPBD Provinsi Maluku
periode 2019-2024.

14)Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja OPD;

15)Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.
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2. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :

1) Pengadaan Sistem Peringatan Dini (Eerly Warning Sistem) Bencana;

2) Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko
Bencana;

3) Fasilitasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana;

4) Fasilitasi Rumah Sakit Aman Bencana;

5) Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana,

6) Penguatan Forum PRB Provinsi Maluku;

7) Workshop Peningkatan Kapasitas Kaum Disabilitas;

8) Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan Bencana;

9) Penyebaran Informasi Banjir melalui Informasi Berbasis Media Publik;

10)Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Risiko Banijir;

11)Peningkatan Kapasitas Hazard/ Risk Map Use;

3. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Program ini bertujuan untuk meningkatkan percepatan penanganan
darurat dan manajemen logistik serta peralatan penanggulangan bencana,
dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Logistik Darurat Bencana,

2) Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana;

3) Pelatihan Kaji Cepat untuk Analisa Kebutuhan Tanggap Darurat
Bencana;

4) Bimbingn Teknis Manajemen Tempat Pengungsian;

5) Bimbingan Teknis Peralatan SAR Pemukiman,;

6) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan
Logistik serta Peralatan PB;

7) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana.
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4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penanganan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

1) Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana,;

2) Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana,;

3) Inventarisasi, Verifikasi, dan Validasi Kerusakan dan Kerugian akibat
bencana;

4) Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);

5) Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana;

6) Pelatihan dan Pembuatan Sistem Informasi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Webgis;

7) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan Program ini adalah meningkatkan pelayanan dan kelancaran

tugas-tugas perkantoran, dengan Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7) Penyediaan Makanan dan Minuman;

8) Rapat —Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

9) Rapat —Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

10) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan Program ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana aparatur, dengan Kegiatan-Kegiatannya sebagai berikut :
1) Pembangunan Gedung Kantor;

2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
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3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

5) Pengadaan Mebeuler;

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional;

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tujuan Program ini adalah meningkatkan disiplin aparatur, dengan
Kegiatan-Kegiatannya sebagai berikut :
1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya,
2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan Program ini adalah meningkatkan kompetensi sumberdaya
aparatur, dengan Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal,

2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Penanggulangan
Bencana.

Rincian mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku Tahun

2019-2024 disajikan pada tabel 6.1. sebagaimana terlampir.
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BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang
berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan Bidang Penanggulangan Bencana
terdapat pada tujuan yaitu : meningkatkan ketahanan lingkungan yang
berkelanjutan, dengan sasaran yaitu : meningkatnya ketahanan lingkungan
dan resiko bencana berbasis kepulauan, sedangkan indikator kinerja
sasarannya yaitu : menurunnya indeks risiko bencana.

Tujuan dan sasaran tersebut diatas, dijabarkan dalam bentuk program
pembangunan daerah yaitu Program Pengurangan Risiko Bencana dan
Adaptasi Perubahan lklim, dengan kegiatan prioritas daerah, yaitu :

1) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana;

2) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;

3) Pengadaan, Pengelolalaan dan Pendistribusian Peralatan Logistik;

4) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Sedangkan indikator kinerja program pembangunan daerah diatas adalah :
1) Meningkatnya indeks kapasitas daerabh;

2) Menurunnya indeks kerentanan bencana;
3) Menurunnya indeks ancaman/bahaya bencana.

Indikator kinerja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :
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Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Kondisi Kondisi
Kinerja pada : . Kinerja pada
" indikator Sasaran / Awal Periode Target Capalan Setiap Tahun Akhir Periode
Program Daerah RPJMD RPJMD
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
(1) (2) ) (4) () (6) (7) (8) (9)
1 | Menurunnya indeks risiko 160.42 159.15 157.88 156.61 155.34 154.07 152.80
bencana
Meningkatnya indeks kapasitas 0.47 0.52 0.57 0.62 0.67 0.72 0.77

ketahanan daerah

]
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BAB VIIl. PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah dan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi. Renstra
Perangkat Daerah diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi.
Renstra Perangkat Daerah merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu

organisasi.

Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku Tahun 2019-
2024, merupakan penjabaran dari Rancangan RPJMD Provinsi Maluku Tahun
2019-2024. Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku nantinya akan
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan
sekaligus sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
(LKIP) setiap tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Maluku ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

setelah disahkan Gubernur Maluku.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku tergantung pada sikap,
mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari unit perangkat daerah
sebagai unsur pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh
aparatur BPBD Provinsi Maluku untuk melaksanakan program dan kegiatan
yang telah ditetapkan sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian
hasil pembangunan bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
mencakup prabencana, saat bencana dan pasca bencana dapat diterima
secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan karena kondisi tertentu yang
dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat
global, nasional dan lokal di daerah yang dapat mengubah situasi maupun
kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan

penyesuaian.
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Semoga Rencana Strategis Perangkat Daerah BPBD Provinsi Maluku ini
dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah
ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya ketangguhan

daerah dan masyarakat menghadapi bencana di Provinsi Maluku.

Ambon, Februari 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Maluku,

HENRI M. FAR FAR, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19620707 199211 1 001

Renstra BPBD Provinsi Maluku 2019-2024 65



Tabel. 6. 1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BPBD Provinsi Maluku

Indikator Kinerja Tujuan,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada

) ) Sasaran, Program pada Tahun Akhir Periode Renstra |Unit Kerja .
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Perangkat Daerah _|Déereh Penanggung Lokasi
awa
(output) Perencanaan | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp (000)
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Meningkatkan Meningkatnya indeks
K i kapasitas ketahanan
ketangguhan daerah dari level 2 (rendah)
daerah dalam upaya menjadi level 3 (sedang) | Level 2 (rendah)| -*"*'2 | 1.005.400 | “€*®'2 | 7920000 | L¥¥!2 | ggo0000 [ L¥eI2 | 9519000 | LeV!3 | 10106000 | “€VE3 | 38370.400 BPED
pengurangan risiko (rendah) (rendah) (rendah) (rendah) (sedang) (sedang)
bencana
Meningkatnya p
kebijakan dan kapasitas Pro P K “oe Kalomb " b " Lt
gram F e Penanggl P [ o o o o
kelembagaan PB R dan Evaluasi Pel Kapasitas kelembagaan PB % 3% 482,500 | 22% 3.300.000 | 25% 2.430.000 | 24% 2.360.000 | 26% 2.700.000 | 100% 11.272.500 BPBD
Rapat Koordinasi Unit Penanggulangan Bencana Jumlah laporan 4 Laporan 1 105.000 1 400.000 1 420.000 1 440.000 1 460.000 5 1.825.000 Sekretariat Ambon
o L Bidang
Forum Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |Jumlah laporan 0 Laporan - - - 1 150.000 1 160.000 1 170.000 3 480.000 Pencegahan dan Ambon
N . Bidang
Forum Koordinasi Bidang Kedaruratan dan Logistik Jumlah laporan 0 Laporan - - - 1 150.000 1 160.000 1 170.000 3 480.000 | Kedaruratan dan Ambon
Forum Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah laporan 0 Laporan - - - 1 150.000 1 160.000 1 170.000 3 480.000 Bideng Rehabllltg& Ambon
dan Rekonstuksi
Bidang
Kesiapsagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Jumlah laporan 0 Laporan - 1 200.000 1 210.000 1 220.000 1 230.000 4 860.000 | pencegahan dan Ambon
Umcimons
Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Jumlah laporan Bulan PRB 5 Kegiatan 1 92.500 1 1.650.000 1 150.000 1 160.000 1 170.000 5 2.222.500 sda Luar Daerah
Penguatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan 1 1 2 1 2 1 2 1
Bencana (PUSDALOPS-PE) Jumlah laporan 5 Laporan 85.000 50.000 65.000 80.000 300.000 5 1.180.000 |  Pusdalops-PB | 11 Kab/Kota
Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pusdalops PB Jumlah orang terlatih 0 Orang - 20 250.000 20 265.000 20 280.000 20 300.000 80 1.095.000 sda Ambon
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi iznmt:f;:iokumen rencana 0 Dokumen - 2 150.000 1 160.000 1 170.000 2 180.000 6 660.000 sda Ambon
Pengumpulan Data dan Informasi dalam rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebencanaan dan  |Jumlah dokumen 5 Dokumen 1 200.000 1 200.000 1 210.000 1 220.000 1 230.000 5 1.060.000 Sekretariat Ambon
Y
Buku Statistik Bencana
. Bidang
Review Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana } } } } }
(RPB) Provinsi Maluku periode 2020-2024 Jumlah dokumen 1 Dokumen 1| 200000 "| 200000\ Pencegahan dan | Ambon
Kesiapsiaaaan
Penyusunan Kajan Risiko Bencana (KRB) Provinsi Maluku | o\-1, ok umen 1 Dokumen - - - 1 200.000 - - 1 200.000 sda Ambon
periode 2020-2024
Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) BPBD Provinsi } } } } } } }
Maluku periode 2024-2028 Jumlah dokumen 1 Dokumen 1 200.000 1 200.000 sda Ambon
Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD Jumlah Peraturan 4 Laporan - - - 2 100.000 2 110.000 2 120.000 6 330.000 sda Ambon
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Indikator Kinerja Tujuan, | Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan gondisiinsnaipacal I N
) ) Sasaran, Program pada Tahun Akhir Periode Renstra | Unit Kerja :
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Perangkat Daerah _|Daerah Penanggung Lokasi
Wi
(output) Perencanaan | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp (000)
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Meningkatnya upaya Presentase peningkatan
pencegahan dan - s pencegahan dini dan
kesiapsiagaan Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan B o ; % 8% 191400 [ 17% 1.820.000 |  28% 2915.000 |  28% 3.206.000 | 18% 3.261.000 [ 100% | 11.393.400 BPBD
psiag kesiapsiagaan menghadapi
menghadapi bencana bencana
Pengadaan dan pemeliharaan Sistem Peringatan Dini Jumlah orang yang mengikuti Bidang
. reng P 9 n'ah orang yang meng 2 Unit - - - - 1 600.000 1 750,000 1 850.000 3| 2200000 | Pencegahandan | 4 KabKota
(EWS) Bencana sosialisasi AP| PRB B
Kesiapsiagaan
Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Jumlah orang yang mengikuti EHETg
. ! P gurang lah orang yang meng 80 Orang 80| 191400 80 250,000 80 265.000 80 280.000 80 300.000 400 |  1.286.400 | Pencegahandan |11 Kab/Kota
Resiko Bencana sosialisasi AP| PRB .
Kesiapsiagaan
Bidang
- Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana Jumlah desa yang difasiltasi 16 Desa - - 4 500.000 2 525.000 3 550.000 4 575.000 13 2.150.000 | Pencegahan dan | 6 Kab/Kota
Kaciancianaan
- Fasiltasi Satuan Pendidikan Aman Bencana j;’a“s';i*!‘:;k"'ah yang 0 Sekolah - . 2| 200000 2| 210000 4| 220000 4 230,000 12| 860000 sda 6 KablKota
- . Jumlah Rumah Sakit yang
- Fasilitasi Rumah Sakit Aman Bencana difasiltasi 0RS - - - - 1 200.000 1 210.000 1 230.000 3 640.000 sda 3 Kab/Kota
- Penguatan Forum PRB Provinsi Maluku Jumlah laporan penguatan 1 Laporan - = - = 1 50.000 1 75.000 1 80.000 3 205.000 sda Ambon
- Workshop Peningkatan Kapasitas Kaum Disabilitas ‘JN‘;Tk'::O";ang mengikuti 0 Orang - - - - 100 150.000 100 160.000 200 310.000 sda 2 KablKota
- Simulasi (Geladi) Penanganan Bencana Jumlah orang yang dilatih 3 Laporan = - 1 500.000 1 525.000 1 550.000 1 565.000 4 2.140.000 sda 3 Kab/Kota
. Penyebaran Informasi Banjir melalui Informasi Berbasis | b 1 oocan 1 Laporan ; - 1| 150.000 1 158,000 1 167.000 1 175.000 4 650.000 sda 3 KablKota
Media Publik
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Risiko Banjir Jumlah orang 40 Orang - - 40 110.000 40 116.000 40 122.000 40 128.000 160 476.000 sda Ambon
- Peningkatan Kapasitas Hazard/Risk Map Use Jumlah orang 0 Orang - - 40 110.000 40 116.000 40 122.000 40 128.000 160 476.000 sda 2 Kab/Kota
Meningkatnya
percepatan penanganan Presentase percepatan
darurat dan manajemen Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana |Penanganan darurat dan % 0% 181.500 | 29% 1.300.000 |  12% 1.445.000 |  29% 1.845.000 |  29% 2,000,000 | 100% 6.771.500 BPBD
logistik serta peralatan bantuan logistik serta
PB peralatan PB
Jumlah ketersediaan logistik Bidang
- Penyediaan Logistik Darurat Bencana Sarurat boncona 5 Paket 1| 181500 1| 400.000 1 420,000 1| 445000 1 470000 5| 1916500 | Kedaruratan dan | 11 Kab/Kota
|nnieitile
- Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Al (ETE EVE) 75 Unit . ; : : 1 400000 1| 400000 1| 500000 3| 1300000 sda 11 KablKota
penanggulangan bencana
. Pelatihan Kaji Cepat unuk Analisa Kebutuhan Tanggap | Jumiah orang yang 30 Orang . : 50| 250000 : 50| 280000 50|  300000| 150  830.000 sda Ambon
Darurat Bencana mengikuti pelatihan
- Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Pengungsian ;:glt;r;zrang V2dlpenaii 0 Orang - ° - - 30 150.000 - - 30 200.000 60 350.000 sda Ambon
- Bimbingan Teknis Peralatan SAR Pemukiman ;:g';h';s’a”g yang mengkuti| - g ; - 30| 200000 - - 30| 220000 60 420000 sda Ambon
Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Ketersediaan dan At ST TR
= 9. o kebutuhan logistik dan 0 Laporan - - 1 200.000 1 210.000 1 220.000 1 230.000 4 860.000 sda 11 Kab/Kota
Kebutuhan Logistik serta Peralatan PB
peralatan PB
X Jumlah laporan monev
- Pendampingan Penanganan Darurat Bencana kebutuhan logistik dan 0 Laporan - - 1 250.000 1 265.000 1 280.000 1 300.000 4 1.095.000 sda 11 Kab/Kota
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Indikator Kinerja Tujuan,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada

. . Sasaran, Program pada Tahun Akhir Periode Renstra |Unit Kerja P )
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan {Outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Perangkat Daerah _|Daerah Penanggung Lokasi
Wi
(output) Perencanaan | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp (000)
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
Meningkatnya habiltasi Presentase peningkatan
penanganan rehabilitasi i ilitasi
S T e Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana :’:I:‘):'s"t‘:::(s’le:::c':‘“' e % 9% 150.000 |  23% 1.500.000 | 24% 3030.000 |  24% 2.108.000 | 19% 2.145.000 | 100% 8.933.000 BPBD
bencana bencana
- Pemulinan Sosial Ekonomi Pasca Bencana Jumiah orang yang menefima/ 4 (oo 50| 150.000 100|  1.000.000 | 100 750.000 | 100 500.000 | 100 500.000 450 | 2.900000| Bidang Renabiltasi| 4oy neory
bantuan pasca bencana dan Rekonstuksi
Jumlah infrastruktur yang
- Perbaikan Infrastruktur Pasca Bencana diperbaiki atau dibangun 0 Paket - - - 1 1.000.000 1 1.050.000 1 1.100.000 3 3.150.000 sda 11 Kab/Kota
kembali pasca bencana
R Invent.ansas.\, Verifikasi, dan Validasi Kerusakan dan Jumlah Iaporan !(erusakan 11 laporan R 1 250.000 1 265.000 1 278.000 1 295.000 4 1.088.000 sda 11 Kab/Kota
Kerugian akibat bencana dan kerugian akibat bencana
- Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) ;:I”;::a‘:a“g yang mengikul | 55 orang 2 2 250,000 2 265.000 2 280.000 75 795.000 sda Ambon
Jumlah Dokumen yang
- Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana tersusun 0 Dokumen - - - 1 250.000 - - 1 250.000 2 500.000 sda Ambon
. " . P Jumlah orang yang terlatih
Pelatihan dan Pembuatan Sistem Informasi Rehabilitasi dan . N
" Rekonstruksi Pasca Bencana Berbasis Webgis Qan terse_:dlanya sistem 0 Paket - - - 1 500.000 - - 1 500.000 sda Ambon
informasi
itoril 1 ilitasi Jumlah Dokumen yan
. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabiltasi dan yang 3 Laporan - 1 500.000 1 525.000 1 550.000 1 575.000 4] 2150000 sda Ambon
Rekonstruksi Pasca Bencana tersusun
Meningkatkan Meningkatnya kualitas dan
kapasitas kuantitas sarana prasarana,
pelayanan dan pelayanan dan disiplin . q m m m m m
e g S (G e AT Cukup Baik Baik 1.227.856 Baik 477.042.940 Baik 7.518.500 Baik 5.915.000 Baik 4.284.500 Baik 495.988.796 BPBD
daya dalam tata dalam tata kelola
kelola pemerintah yang baik
Meningkatnya kapasitas
aparatur, sarana dan Presentase peningkatan
prasarana dalam tata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan dan kelancaran % 20% 936.856 | 20% 1.145.440 |  20% 1.075.000 | 20% 1.095.000 | 20% 600.000 | 100% 4.852.296 BPBD
kelola pemerintahan tugas-tugas perkantoran
yang baik
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah meterai yang tersedia [ 5000 Lembar 1.000 6.000 1.000 6.500 1.000 6.000 1.000 6.000 1.000 6.000 5.000 30.500 Sekretariat Ambon
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |Jumlah paket jasa layanan 5 Paket 1 155.400 1 155.400 1 165.000 1 170.000 1 175.000 5 820.800 sda Ambon
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor i:nmt':: a2 I:;ZZE‘EZ” 5 Paket 1] 65000 1 70000 1 75.000 1 75.000 1 85.000 5| 370000 sda Ambon
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 5 Paket 1 75.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000 1 95.000 5 410.000 sda Ambon
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;ZT;';:?;ZEgyZiETSQSQZ 5 Paket 1 12.000 1 15.700 1 20000 1 20000 1 25,000 5 92.700 sda Ambon
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Uil (B
- T P 9 listrik/penerangan yang 5 Paket 1 10.000 1 20,000 1 20,000 1 30.000 1 10.000 5 90.000 sda Ambon
Bangunan Kantor PR
- Penyediaan Makanan dan Minumam ﬁ:ﬂ;;ﬁgigéggla 5 Paket 1 20000 1 25.200 1 35,000 1 40000 1 45000 5 165.200 sda Ambon
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Indikator Kinerja Tujuan, | Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan LemHIATACEEa | o
) ) Sasaran, Program pada Tahun Akhir Periode Renstra | Unit Kerja :
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan {Outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Perangkat Daerah _|Daerah Penanggung Lokasi
Wi
(output) Perencanaan | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp (000)
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20
B e et e s Toa KOS u S ke Daam Deeran g e akeed Rasidan 40 Kal 40 14.000 50 15.000 50 18.000 50 18.000 50 18,000 240 83.000 sda Ambon
konsultasi dalam daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah iznms'j:g;p;e‘lsz:’zg‘:g:a” 18 Kali 18| 275400 18 275.600 18 300.000 18 300.000 18 300.000 9|  1451.000 sda Luar Daerah
ey ediaaniesallenasaliendukungddminsiasifehoi Sy umlahiichacalady Pisas! 12 Orang 12| 304.056 17 482,040 30 356.000 30 356.000 30 356.000 30|  1.854.096 sda Ambon
Perkantoran dan teknis yang tersdia
Presentase peningkatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur gtk ity ity % 13% 291000 | 24% | 475510000 | 21% 6037500 | 22% | 4390000 | 21% | 302500 | 100% | 489.331.000 BPBD
sarana dan prasarana
aparatur
Pembangunan Gedung Kantor ;an;a(:‘ibp::gesnged””g kantor 0 Paket - - - - 1] 5000000 1] 3.000.000 1| 2000000 3| 10.000.000|  Sekretariat Ambon
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional el LT 1 Unit . : 3| 500000 4| 100,000 4 110000 4| 120000 15| 830,000 sda Ambon
dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor Jumlah peralatan kantor 13 Jenis 5 100.000 10 200.000 5 210.000 5 220.000 5 230.000 30 960.000 sda Ambon
Pengadaan Mebeuler f;':e'zfi‘amebe'e“r yang 0 Paket - ; 1| s00000| - ; 1] 320000 2| 330000 sda Ambon
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;an;zr‘;;k;‘ gedung kantor | g gy of . . 1| 400.000 1 200000 1| 200.000 1] 200000 4| 1.000000 sda Ambon
Jumlah kendaraan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |dinas/operasional yang 10 unit 10 176.000 10 | 474.060.000 10 475.000 10 485.000 10 495,000 50| 475.691.000 sda Ambon
terawat
- Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor ~ |uMah peralatan gedung 15 Jenis 4 15.000 10 50.000 10 52500 10 55,000 10 57.500 44 230.000 sda Ambon
kantor yang terawat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur e sentacclpeningkatan % . T 37.500 | 30% 46000 - .| s 82000 | 100% 165,500 BPED
disiplin aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;::T:';:a a::r'fn';aD'“as dan 0Stel . . 0 . 35 200 - . 70 420000 105 63000  Sekretariat Ambon
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu ‘:‘lﬂ:z::rﬁilan Khusus Hari- 0 Stel - - 45 37.500 50 25.000 - - 80 40.000 175 102.500 Sekretariat Ambon
Presentase peningkatan
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur kompetensi sumberdaya % - - 25% 350.000 25% 360.000 25% 430.000 25% 500.000 100% 1.640.000 BPBD
aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal J“’:ae’r‘]sl’;i{f;m;a"g 15 Orang - - 10 150.000 | 10 160.000 | 10 180.000 | 10 200.000 40 690.000|  Sekretariat | Luar Daerah
Pl @ (REEEm (EVEEEn (R e AOGlElD EETEAT LY 25 Orang : . 25 200000 | 25 200000 | 25 250000 | 25 300.000 100 950.000 sda Ambon
Bencana mengikuti diklat teknis
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